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PERATURAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 22 TAHUN 2013 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Daftar Calon 
Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah disusun 
berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto 
diri terbaru; 

b. bahwa untuk memberikan kesetaraan terhadap 
susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota, serta memberikan kemudahan bagi 
calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam 
melaksanakan kampanye, Daftar Calon Tetap 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah perlu diberi 
nomor urut sesuai urutan abjad nama calon Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta 
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memerhatikan perkembangan keadaan pasca 
penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
KeduaKomisi Pemilihan Umum tentang Perubahan 
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 
Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2013; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4884); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4168);  

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4297); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4439); 
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7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744); 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 
2011, Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5189); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246); 

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 
117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4440); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang 
Partai Politik Lokal Di Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4711); 
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